PRESINEN
EPUELHC INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAR REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAIIUN 2000
TENTANG :
PEDOMAN.ORGANISAS] PLRANGKAT DAERAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONLESIA,

Menimbang @ babwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (1)

L

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang  Pemerintahan

Dacrah, dipandang pechn wienetapkan susunan orpanizasi perangkal

Daeraly dengan Perturan Pemeritahy;

Mengingat o Lo Pasal 5 ayal (2) Undang-Undang Dasar 1945,
2. Keietapan Majelis l-’crmusyuwm‘;tlzm Rakyat Republik Indoucsiru
- Nomor  XV/MPR/1998  teatang  Penyclenggaraan ‘Otonomi .

bacrnh; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya
Nasional Yang Berkeadilan; serta l’cr‘imbzmg;m Keuangan- Pusat
dan Daerah  dalam Kerangka  Negara ICesatuan . Republik
Indonesia; '

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Repubiik Indonesia

© Nomor 1IV/MPR/Z000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam
P(:uyuIcn!;p,:nfmu Orononi Dacerah;

4. Undang-undang Nomor 22 ‘Tahun 1999 wntang Pemerintahan
Dacrah (Lembian Negasa Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembiwan Negara Nomor 3839);

5. Undaag ..
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5. Undang-undang Nuomor 25 ‘Fahui 1999 leatang Perimbangan :

Keuangan astara Pemerintall Pusat dan Daerah  (Lembaran
Negara Tabun 1999 Nomwr 72, Tambahian Lembaran Negara
Nomor 848); ‘
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tenlang Pokok-pokok
Kepegawaian  (Lembaran Negars Tahun 1974 Nou_uor 35,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) scbagaimana telah
divbahh  deagan Undang-undang, Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran  Negara  Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembiaran Mepara Nomor 3890);

Pevatiran Pemeringh Nomor 250 "Talan 20000 lentang,

Kewemupgan  Pemerintah dan Kewenanpan Propinsi  scbapai

Dacrall Otonom  (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Norior 3952);

MEMUTUSKAN :

Meunetapkan : PERATURAN PEMERINTALH TENTANG PEDOMAN
ORGANISASI PERANGEAT DAERAH. '

DAL |
"KETENTUAN UMUM

Pasni |

Laliun Perateran Pemerintal ini yang dimaksud dengan :

H

Pemerintah Pusat,  selanjutnya discbut  Pemerintah, adalah
Perangkat Negara ICesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari
Presiden beserta para Menteri;

b. Pemerintah ...
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b. Pemerintah Dacrah adatah Kepala Daerah bcbcm pcrangkal"_
daerah otanom yang lain sebagai badan e_ksclgutif Daerah; . '
c. Desentralisasi adalah penycraban wewenang Pemgrinﬁxhan oleh
Pemerintah kepada Dacrah Otonom dalami kerangka Negara . .
Kesatuan chuhlik Indonesia; '
d. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah
kepada Gubernur sehagai wakil Pemerintah daw/itau perangkat
pusat Jdi Dacrah;
¢. Otonomi Daerah adalah  kewenangan d:ﬁ:rnh olonom untuk
~mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  selempat . -
menurat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai .

dengan peraturan perundang-uidangan;

f. Dacral: otonom, sclinjutnya disebut Daerah, adalah kesawan ¢ .
masyarakat hulkumn yang mempunyai batas dacrah  lertentu,
bcfwcn:mg mengatur - dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat  menurut i’:rakarsa- sendiri  berdasarkan  aspirasi

masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

__;-17 g.'. Perangkat Dacrah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah
| “Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan
membantu Kepala Daerah dalam penyelengparaan pemeriniahan

. yang terdivi atas Sckl'cl:'ll'i:ll Daerah, Dinas Dacrah dan Lembaga

Teknis  Dacrah, Kecamatan  dan Kelurahan  sesuai  dengan

Te

kebutuhan daeralh;
h. Kepala Dacrah adalab Gubernar, Bupati dan Walikola;

i. Sckretariat Dacrah adalah unsur stal Pemerintah Daerah;

.- . j- Sekretariat ...
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j. Sekretariat DPRD adalah unsur staf pclaya.;mn DPRD; - .
k. Dinas Dacrah adalah unsur pelaksana Pemerintah Dacrahy; .
’ L. Badaw/Kantor adaiah Lembaga Teknis Dierah yang mémmﬁﬁrai
fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan .serta

Ium,su pelayanan masyarakat;

m. Eseloncring adalah tingkatan jabatan struktural; =~

n. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/ .. -

" Kota melaksanakan urusan-urusan Pemerintaban yang telah

- wienjadi tanggung jawab dan kewenangannya; :
: .o. Unit Pelaksana Tcknis Dinas (UPT D) adalah Unsur Pelaksana -
operasional dinas ai apangan;
-p. Kecamatan adalah Wilayah  Kerja® Camat sebagai Perangkal
Daerah Kabupaten dan Kota; :
q. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat
" Daerah Kabupaten dan/atau Daeralt Kota di bawal Kecamatan.
BAB 1
. PEMBENTUKAN ORGANISAS] PERANGKAT DAERAH

Pasal 2
- (1) Organisasi Perangkat Dacrah dibenuk berdasarkan pertim-
bangan-pertimbangan : '
a. kewenangan pemerintaban yang dimiliki olch Dacrah;
b. karakieristik, potensi, dan kebutuhan Daerah;
c. kemampuan keuangan Dacral;

d. ketersecinan sumber daya aparawr;

C. pengembangan .., °
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c. pengembangan  pola kerjasami antar Dacrah dan/atau
dengan pihak ketiga,

(2) Organisasi Perangkat Dacrah dimaksud pada ayat (1) ditctapkan ‘

-

dengan  Perawiran  Dacrah  sesuai  dengan * pedoman y_ang'
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

()] I'cn;mnr:m Dacrah  schagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)
menctapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan .
siruklur organisasi perangkal Daerah. "

(4) Penjabaran  wgas  pokok  dan  fungsi ]ﬁ:rangkal Dacrah .
schagaimana  dimaksud  pada ayat  (3) ditetapkan  dengan

Keputusan Kepala Daerah.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
PERANGIKAT DAERAII PROPINSI

B.:lgi:m Pertama

Sckretariat Daerah Propinsi

Pasal 3
(1) Sekretariat Dacrah Propinsi merupakan unsur Staf Pemerintah
Propinsi dipimpin oleh scorang Sekretaris Daerah yang berada '

di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
(2) Sekrctariat Daerah Propinsi mempunyai- tugas membantu :

Gubernur  dalam  meclaksanakan  wgas  penyelenggaraan

pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta

b
memberikan ... ':
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memberiken pelayanan administratil kcpz-ldn seluruh p‘crdngkal-'i
Daerah Propinsi. ’
Dalam mvnyclénggamkun lugas scbaga'inmlm'dimnks'ud fu:\da‘
ayat (2, Szkretariat Daerah Propinsi mempunyai fimgsi -
a. pengkoordinasiin perumusan kebijakan Pemerintah Dacrah
~ Propinsi;
b. penyeienggaraan administrasi pemerintahan;
L penpelolaan sumber daya aparatur, kcl.;angan. prasarana dan
sarana pemerintahan Daerah Propinsi;
d. pclﬁkszmnan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Dinas Propinsi

- Pasal 4
Dinas Propinsi merupakan unsur pelaksana pemerintah Propinsi
dipimpin oleh scorang Kepala yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Dacrah.

Dinas Propinsi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

desentrabisasi din tugas dekonsentrasi,

Dalam menyclenggarakan wgas sebagaimana dimaksud pada
ayal (2), Dinas Propinsi mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dcngah lingkup tugasnya;

b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pciay:man umum;

c. pembinaan ..., .
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c. pembinaan pchks:m:um tugas scsuai  dengan lingkup '
tugasnya. . ;
(4) Untuk melaksanakan kewenangan Proph:si yang maﬂﬁ nd di.
Kabuputen/Kota b..rdasarkan ketentuan Perundang-undangan ' ' 5
yang berlaku dapat’ dilaksanakan olch Umit Pelaksaha Teknis

Dinas.
(5) Untuk melaksanakan kewenangan  yang dlscrahkan oleh
K.xbup.-tu./ Kota kepada Propinsi, Propinsi dapat membentuk .'T .

unit kerja pada Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya dapat

terdiri dari satu atan beberapa Kabupalcnll{pla.

(6) Unit Peclaksana Teknis Dinas dan Unit Kegja sebag:limaha
dimaksud pada ayat (4} dan {5 mu.rupakan bagian dari
Pcrangkat Dacrah Propinsi yang bertanggung jawab kepada

Gubernur  dan  secara  operasional dikoordinasikan  oleh

Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga

Lembaga Teknis Daerah Propinsi

Pasal 5 _ . o
(1) Lembaga, Tcknis Dacrah Propinsi merupakan unsur penunjang
Pemerintah Dacrah yanp dipimpin olch seorang Kepala yang |
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur ©

melalui Sckretaris Dacrab.

(2) Lembaga ...

.
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(2) Lé:nbaga Tekris Daerab Propinsi mempunyai tugas membantu

Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan Dacrah dalam ) :

lingkup wgasnya. :

(3) Dalam menyclenggarakan tupas scbagaiqnana:dilﬁaksud pad_a-

ayat (2), Lembaga Teknis Dacrah Propinsi lilcmpunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas_ny.a;

b. pelayanan  penunjang  penyclenggaraan  pemerintahan
Daeralk.

' Pasal 6

Lembaga Tekiis Dacrah scbagaimana dimaksud pada Pasal §, dapat

berbentuk Badan dan atau Xantor.

BAB IV

KEDUDUKANM, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
KARUPATEN/KOTA

Bagian Pertama
Sckretariat Dacrah Kabupaten/Kota
Pasal 7

(1) Sckretariat  Dacrah Kabupaten/Kota  merupakan  unsur  staf

Pemerintah Kabupaten/Kota dipitpin oleh seorang Sekretaris
Dacrah yug berada di bawabh dan bertanggung jawab kepada
Bupati/Walikota.

L (2) Sekretariat .., °
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Sckretariat  Dacrah  Kabupaten/Kola  mempunyai mga;'

membanty  Bupati/Walikota dalam  melaksanakan “tugas

penyelenggaraan  pemerimtahan, adwinistrasi, organisasi dan .

tatalakszna serta memberikan pelayanan adminisiratif kepada

sclurul perangkat dacrah Kabupaten/Kota.

Dalam menyclengparakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Sckretariat Daerah  Kabupaten/Kota  mempunyai
fungsi: |

a. pengRoosdinasian permnusan kebijakan pemerintah dacrah

Kabupaten/Kota;

b. penyelenggaraan adninistrasi pemerintahan;

c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan

sarana pemerintaban daerah Kabupaten/Kota; )

o

. Peluksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota

sesuai denpan tugas fungsinya.

Jagian Kedua

Dinas Kabupaten/Kota

Pasul 8
Dinas Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah
Kabupaten/Keta dipimpin oleh scorang Kepala yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui

‘Sekretaric Daeraly.

Dinas  Kabupaten/Kota  mempunyai lu'_gas mclaksanakan
kewenangan atonomi Daerah Kabupaten/Kola dalam rangka

pelaksanaan tugas desentralisasi,

AN Thaloeme
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ayut (2). Dinas Kabupates/ICota mempunyai fungsi : -

a. perumusan kebijakan teknis sesuai clcu;_;m\ Ii‘ngkup tugasnya;
b. pemlerian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umuom;

c. pembinaan teshadap unit pelaksana teknis dinas dun cabimg

dinas dalam lingkup tugasnya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas, berfungsi melaksanakan sebagian

tugas Dinas yang mempunyai wilayah Kerja satu atau beberapa

ICecamatan.

Cabang Dinas dan Unit Pclaksana Teknis Dinas sebagaimana

dimaksud pada Maynl (4} dipimpin olehh seorang Kepala yang

berada ¢t bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

dan sccara operasional dikoorclinz}sikun olt.:h Camat. .
Bagiun Ketiga

Lembara Teknis Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 9 i
Lembaga Teknis Daernh Kabupaten/Kota merupakan unsur
penunjaig  Pemerintah Dacrah yang dipimpin nieh seorang
Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupari/Walikota miclalui Sckretaris Dacrah.

Lembaga Teknis Duerah Kabupaten/Kota mempunyai lugaé

membantu Lupali/Walikola dalam penyelenggaraan pemerintah-

an Daerah di bidangnya.

(3) Dalam ...

Dalam menyclenggarakan lugas scbagaithana dimaksud pada

)
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(3)‘ Dalam menyclengparakan tugas schagaimana dimaksud pada °

ayat (23, Lcn_-huga Teknis Dacrah Kabupaten/Kot mempuqy_ni
fungsi ' z T

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan li:ngkﬁp lugasxiya;/
b. ‘pelayanan  penunjang penyelenggaraan pemerintahan

Dacrah.

Pasal 10
Lembaga Teknis Dacrah sebagaimana diniaksud pada Pasal 9, dapat

_ berbentuk Badan dan atau Kantor.

BABV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS! SEKRETARIAT DEWAN .

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .

Bagiun Pertama

Sekretarial Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Propinsi

Pasal 11
(1) Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat “Daerah Propinsi yang
selanjutnya disebut Sekretariat DPRD  Propinsi merupakan
unsur péluyannn “terhaclap DPRD Prupi;xsi, dipimpin oleh

' scorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan

- DPRD dan secara achninistratif dibina oleh Sekretaris Daerah

Propinsi.

(2) Sekretariat DPRD Propinsi mempunyai tugas memberikan

pelayanan adinistratil’ kepada anggota DPRD Propinsi.

(3) Dalam ...




o

B L St Lo benes e s g
R SR e ) ERIE -

L3,
by o
& P M |
Wiy ;
‘g‘e‘h\‘ l‘g" 1
' SN g
PRESIDEM

REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

(3) Dnlmﬁ menyclenggarakan tgas sclmgait:mmx dimaksfld Ppada <
ayat (2), Sckretariat DPRD Propinsi mempunyai funﬁsi :
a. [asifitasi rapat anggota DPRD Propinst; i
b. pelaksanaun wrusan rumah tangga dan ﬁerjalanan dinas
anggola DPRD Propinsi; |

¢. penpclolaan tata usaha DPRD Propinsi.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kﬁbupalenﬂ(otn : =

. Pasal 12
(1) Sekrctar{at Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang
- stlanjutnya tliscbut Sckrelariat DPRD Kabupaten/Kota'
- merupakan unsur pelayanan u.rhad.lp DPRD Kabupalenll(ota
dipimpin oleh scorang Sckretaris yang bertanggung Jawab
kepada Pinipinan DPRD dan secara administratif dibina 'olch
Sekretaris DlICI';IiI Kabupaten/Kota,
{2) Sckretariat  DPRD  Kabupaten/Kota _mempunyai  tugas
memberikan  pel; yaan .ulnumsu.uul kepada- .mg;_,ola DPRD
-.K.lbup.m.nll(m') . '
(3) Dalam menyclenggarakan tugas sebztgaim.ana dimaksud pada |
ayal (2)..Sckrclarial DPRD Kabupnlenlkota-mcmpunyai fungsi: ! ‘
a. fasilitwsi rapat anpgota DPRD Kabupaten/Kota; ‘
b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan pcrjalunah dinas
anggota DPRD Kabupaten/Kota; |
c. pengélola:m tata usaha DPRD Kabupaten/Kota.

BAB VI ...

e e e e
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BAB Vi o Y
SUSUNAN ORGANISASI ' ;

Bagian Pertama
Pevangkat Dacrah Propinsi .
Pasal 13 ‘
(1) Sckretarial Daerah Propinsi lerdiri dari Asisten Sekretaris -

Dacerah, Asisien Sckretaris Dacrah terdiri dari Biro, Biro terdiri

dari Bagian, dan Bagian terdiri dari Sub Bagian.

(2) Dinas terdiri dari Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas, Bagian
Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian, dan Sub Dinas terdiri dari
Seksi.

(3) chmbaga Teknis Dacrah yang berbentuk Badan terdiri dari

- Sekretariat dan Bidzu.xg, Sckretariat terdiri dari Sub Bagian, dan’

. Bidang t2rdiri dari Sub Bidang.

() Lembaga Teknis Dacrah yang berbentuk Kantor terdiri dari Sub

Bagian Tata Usaha (Iu-n Scksi.

Bagian Kedua
l’cr:nfngkm Dacrah Knbupaichll(oln
‘ Pasal 14
(1) Sekrewrict  Daerah  Kabupaten/Kota terdiri dari ‘Asisten
Sekretaris 'J::c‘rnh,‘ Asisten  Sckretaris Dacrah - terdiri  dari : o
Bagian, dan Bagian terdiri dari Sub Bagian, .
(2) Dinas terdiri dari Bagian Tuta Usaha dan Sub Dinas, Bagiazi
Tatz Usaha terdiri dari Sub Ragian, dan Sub Dinas terdiri dari
Seksi. - '

(3) Lembaga ... -
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(3) Lembaga Teknis -l):mrnh yang berbentuk Badan terdird darF
Sekretariat dzn Bidang, Sckretariat terdiri dari Sub 'Bagian, ‘dan :
Bidang terdiri dari Sub Bidang, : P _

(4) Lembaga Teknis Dacrah yang berbentuk Kantor terdiri-dari Sub

Bagian Tata Usaba dan Scksi.

Bagian Kctiga
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 15

- (1) Sckretariat DPRD Propinsi terdiri dari Bagian, dan Bagian
terdiri dari Sub Bagian. '
(2) Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari Bagian, dan

Bagian werdiri dari Sub Bagian.

Bagian Keempat
Kecamatan dan Xelurahan
. Pasal 16
Organisasi Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan denpan Peraturan

Dacrah Kabupaten/Kota.

BAB VII
KEPANGXATAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama
Eselon Perangkat Daerah Propinsi
Pasal 17

- >

(f) jSekretaris Dacrah Propinsi adalah jabatan Eselon 1 b.
(2) Kenala .
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(2) Kepala Dinag, Asisien Sekretaris Dacrah, -chaln Lembaga

“I'cknis Dacrah yanp berbentuk Dadan dan Sckretatis -DPRD

Propinsi, adalah jabatan Esclon Il a

(3) Kepala Biro dan Wakil Kepala Dinas di l'rupmsl adalahjnbalan

Eselon il b,

{4) Kepala Lembaga “Teknis U'tcmh yang berbentuk Kantor, Kepala .

‘Bagian, Kepala Sckretarial, Kepala Bidang, Kepala Sub Dinas
dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Propinsi adalah

jabatan Eselon 1Ml a.

Propinst adalah jabatan Esclon 1V a.

Bagian Kedua
Esclon l‘cr:m.gkm Dacrah Kabupatew/Kota
Pasal 18
(1) Sckretaris Lacrah Kabupaten/Kota adalah jubatan Eseion 1l a.
(2) Kepala Dinas,” Asisten Sckretaris Dacrah, Kepala Leinbaga
“Teknis [}ncrah yang berbentuk Badan dan Sekretaris DPRD di
Kabupaten/ Kota adulah-jabnlan Liselon 11 b.

(3) Wakil Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Daerah yang

berbentuk  Kantor, I(cpala Bagian, Kepala Sekretariat, Kepala

_(5) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kcrnla Seksi di

Sub Dinas dan Kepala Bidang di Knbupatcinll(ota adalah Jabatan

Eselon B a.

(4) Camat adatab janatan Es&.lon ill l—\‘

(5) chnln Sub Bagian, Sckretaris Camal, Kepala Seksi, Kepala
Sub DBidang, Lural, l{cpala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan

Kepala Cabang Dinas . Kabupaten/Kota adalah jabatan Eselon
IV a.

<y

P
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(6) Sekretaris Kelurahan dan Xepala Seksi*pada Kelurahan adalah

(1)

@

b.

jubatan Eselon IV b.

Bagian Keliga
Pengangkalnn dan Pemberhentian
' Pasal 19

Sekretaris Daerah Propinsi diangkat dan diberhentikan oleh

Gubernur,

Sckretaris Dacrah Propinsi diangkat oleh Gubernur atas

persettjuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang

memenuhi syarat denpgan tata cara :

a.

d.

Gubernur menyampaikan Calon Sckretaris Daerah kepada
Pimpinan DI'RD untuk dimintakan persetujuan;

Pimpinan DPRD membahas usulan tersebut dalam rapat
Pimpinan DPRD dan tidak meneruskan pembahasannya
pada Fraksi danfatan Anggota DPRD;

Pimpinan DPRD memberi persetujuan atau tidak incn}etujui
usulan Gubernur berdasarkan keabsahan administrasi calon
Sekretaris Daerah sclambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari; '

jikat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud
paca ‘hurul ¢ Lidak ada pbrsctujuan, maka usulan Gubernur

tersebul dianggap disctujui,;

atas penotakan sebagaimana terscbut pada huruf ¢ Gubernur

mengajukan calon lain dari Pegawai Negeni Sipil yang
memenuat syarat;
Pimpinan DPRD tidak nemiliki kewenangan untuk

mengajukanr calon alternatif.

(3) Pejabat ...
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Pejabat Escloa 1 dan 11 perangkat dacrab Propinsi diangkat dan
diberhentican cleh Gubernus.

Pejabat Esclon 1II ke bawah perangkat dacrah Propinsi Hapnt

diangkat dau diberhentixan oleh Sekretaris Daerah atas

pelimpahan kewenangan Cubernur.

_ Pasal 20 |
Sckretaric Daerah Kabupaten/Kola diangkal dan diberhentikan
oleh Bupati/Walikota.
baerah

Sekretaris oleh

Bupati/Walikcta atas persetujuan Pimpimm‘DI’RD dari Pegawai

Kabupaten/Kota = diangkat

Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan tata cara :

* a. Bupati/Walikota menyampaikan Calon- Sekretaris Daerah

kepada Pimpinan DPRD untuk dimintakan persetujuan;

b. Pimpinan DPRD membahas usulan lersebut dalam rapat
Pimpinan DPRD. dan tidak mencruskan pembahasannya
pada _kasi dan/atau Anggota DPRD;

¢. Pimpinan DPRD memberi persetujuan atau tidak menyetujui
usulan Bupati/Walikota hcrdnsarkﬁn keabsahan administrasi
calon Sckretaris Dacrah selambat-lambatnya dalam waktu 30

(tiga pu.ub) hari;

d. jika dalum waktu 30 (liga puluh) hari scl.;agaimana dimaksud

pada  huruf ¢ lidak ada perselujuan, maka usulan

Bupati/Walikcta tersebut dianggap disetujui;

r-

atas penolakan schagaimana tersebut pada huruf © Bupati/
Walikota mengajukan calon lain dari Pegawai Negeri Sipil

yang 'memenuhi syarat;

f. Pimpinan ...
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l’.r Pimpinan DPRD tidak memiliki’ | ke\.wennng:in untx;k_

mengajukan calon alternatif. - :

3) Pe;.:b'u Esclon II dan Il perangkat glacrah KabupalenIKota
- diangkut dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota.

(4j Pejabat Eselon .IV perangkat daerah Kabupaleanbta dapat

diangkat dan diberhentikan oleh  Sekretaris . Daerah

Kabupaten/Kota  atas pelimpnhhan kewenangan oleh

Bupati/Walikota.

Bagian Keempat
Jabatan Fungsional
Pasal 21
~Di lingkungar: Pemerintah Dacrah dapat ditempatkan pegawai
negeri  sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku,

_ BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22
Nomenklatur, jenis dan jumlab unit organisasi di lingkungan
Pemerintah  Daerah  ditctapkan oleh masing-masing Pemerintah

Daerah berdasarkan kemampuan, kebutuhan dan beban kerja.
Pasal 23

Mcnu:ri yang bcrmn"guhg Jawab di bidang polilik dalam negcri dan

otonomi Dacrah serta pcndayagunaan aparatur ‘negara mclakukan

pemantauan ...
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pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi di

lingkungan Pemerintah dacrah. . J
i}
BAB I1X
KETENTUAN PERALIHAN
' A
. Pasal 24 .
Esclonering di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah tetap _ .

berlaku sepanjang belum  diubah/diganti dengan ketentuan - yang

baru,

"

Pasal 25
Pemangku Jabatan di lingkungan Kec:upamn dan Kelurahan yang
-belunt memenuhi persyaratan jabatan tetap menjatankan jabatannya
sampai  dengan  diterbitkannyi  ketentuan yang ditetapkan

Pemerintal..

Pasal 26

(1) Perawran perundang-undangan mengenai perangkat Daerah

" masih letap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan
Dacrah yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2) Perawran Perundang-undangan yang "bertentangan dan/atau

tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini dilakukan

penyesuaian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

_ Pasal 22 ‘ .
Peraluran Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan.

Agar ...
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Agar scliap orang mcng,ctalumsya, mcmc:mlnhkau pcngundang'm

Peraturan Pemcrintah uu dcngun ]m)f-mpnlaunyu ddlam Lcmbamn

Negara Republik Indonesia.
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